
SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR II TAHUN2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik







































 
 

d.  memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
e.  memfasilitasi kerja sama antar LDK/K dan kerja sama LDK/K dengan   

pihak ketiga; 

f.  memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LDK/K; dan  
g.  memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan 

LDK/K. 

BAB XII 
PENDANAAN 

 
Pasal 56 

(1) Pendanaan operasional LDK/K dapat bersumber dari : 

a. Swadaya masyarakat; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d. Bantuan Pemerintah; 
e. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan 

f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
(2) Pendanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

huruf c dan huruf d, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
  

Pasal 57 

LDK/K yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa 
baktinya dan pembentukan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 58 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 1 Maret 2021 

BUPATI BANYUMAS, 

 ttd 
ACHMAD HUSEIN 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal 1 Maret 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
             ttd  

WAHYU BUDI SAPTONO  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 11 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 

 
 
 

 
 

SUGENG AMIN, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 196701281993021001 


